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KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 9 I PL.O2.2-Kpt/ L3L2 IIrPU-Kab /tr/ 2O2O

KE"TUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor
6 / PP.O6.2-Kpt/ 7312 / KPU / II / 2O2O tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemungutan Suara
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Barat serta Bupati dan Wakit Bupati
Pasaman Barat Tahun 2O2O;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pasaman Barat tentang Standar Operasional Prosedur
Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera
Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat
Tahun 2O2O.

Mengingat l. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor I Tahun 2OL4 tentang Pemilihan
Gubernrrr, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20L5 Nomor 23, Tambahan Lembara.n Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1O Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang fl,embaran Negara Republik

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PASAMAN BARAT TAHUN 2O2O





Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (kmbaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2O75 tentang Tata Kerya Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten / Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 556) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2Ol7 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Ke4a Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/ Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20L7 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Keda Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2079 Nomot 32O');

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2O19 tentang Perubahan
atas Peraturan Komisi Pemithan Umum Nomor 15

Tahun 2O19 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 1511);





6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kptl 03 I KPU lIIl 2O2O

Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutaa Suara,
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati Dan / Atau WaIi Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 112/HK.02-SOIKPU lOllIIl2O2O
Perihal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara
(PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pasaman Barat Nomor 115/HK.03.1-
Kptl l3l2 IKPV-Kab lxll2Ol9 tentang perubahan
atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pasaman Barat Nomor 112/HK.O3.I-
Kpt/1312/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman
Teknis Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemitihan Bupati Dan Wakil
Bupati Pasamal Barat Tahun 2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6|PL.O6.2-
Kpt / 13 12 / KPU -Kab / II I 2020 tentang Pembentukan
Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubemur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
Serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Ba-rat
Tahun 2020.

Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pasaman
Barat Nomor 27 /PP.O4.2-BA/1312/II/2O2O Tanggd. 25
Februari 2O2O tentang Penetapan Standar Operasional
Prosedur Pembentukan Panitia Pemungutan Suara
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Ba-rat Serta Bupati dan Wakil Bupati
Pasaman Barat Tahut 2O2O.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM XABUPATEN
PASAMAN BARAT TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020.

Standar Operasional Prosedur Pembentukan Panitia
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil
Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU





\-"

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum

ZAIDT

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU, sebagai Panduan da,lam proses
pelaksanaan dalam Pembentukan Panitia Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman
Barat Tahun 2O2O.

Menetapkan Format Administrasi dalam Pembentukan
Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil
Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 25 Februai 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ALHARIS

trd
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

BARAT

NOMOR 9 / PL^o 2.2-KpV L3L2l KPU -Y,ab I W 2020
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN

PANITIA PEMUNGI.'IAN SUARA, DALAM PENYELENGGARA.AN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA

BARAT SERTA BUPATI DAN WAKTL BUPAN PASAMAN BARAT

TAHUN 2O2O

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMBENTUKAN PANITI,A PEMUNGUTAN SUARA

DAIAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT

SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARATTAHUN 2O2O
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STAI{DAR OPERASIOI{AL PROSEDUR

PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DA1AM PEMIUHAN GUBERNUR DAITI WAKIL GUBERNU R SUMATERA BARAT

SERTA BUPATI DAN WAKII BUPATI PASAMAN BARATTAHUN 2O2O

A. DASAR HUI(UM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Z. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2O15 tentang Penetapan Peraturan

pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor l Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota menjadi Undang-Undang yang telah diubah oleh UU Nomor 8 Tahun 2015 dan UU

Nomor 10 Tahun 2016;

3. Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Keria Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi/Komisi lndependen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

lndependen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota, vang telah diubah kedua kali oleh Peraturan KPU Nomor 13 Tahun

2017 (sedang proses perubahan atau penetapan PKPU terkait Badan Adhoc ); dan

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2O2O.

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik lndonesia Nomor 65/PP.06.a-Kpt/03/KPU All2O2O

Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Pembentukan Panitia

pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

6. Surat Edaran No.112/HK.02.-SDIKPU/II(2O2O Tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara

(PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 202O;

7. Surat Edaran No.153/PP.04.2-SDlOl/KPU/lll2O20 Tentang Arahan Tindaklanjut terhadap Potensi

masalah dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Pembentukan Panitia

pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemuldahiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Wali kota dan wakil wali Kota Tahun 2020; dan

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor OG{PP.06.2-KpI/13L2/KPU'

Kab/ll/202O Tentang Pedoman Teknis Panitia Pemun8utan Suara (PPS) dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.

B. RINGKASANPELAKSANAAN

Divisi Terkait

Penanggungjawab

Pelaksana Kegiatan

Waktu Pembentukan PPS

Masa Kerja PPS

: Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi masyarakat & SDM

: Sub Bagian Umum Keuangan dan Logistik

: Kelompok Kerja Pembentukan PPK dan PPS

: 15 Februari- 17 Februad 2O2O

: 23 Maret - 30 November 2020
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C. GAMBARANUMUM

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah yang akan menyelenggarakan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2020. Tidak hanya itu, secara bersamaan juga menyelenggarakan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.

(abupaten Pasaman Barat memiliki 11 kecamatan dengan 79 nagari. Artinya dalam penyelenggaraan

pemilihan 2020, KPU kabupaten Pasaman Barat tidak dapat bekerja sendiri. Butuh bantuan banyak pihak

agar penyelenggaraan pemilihan berjalan lancar.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) merupakan elemen penting

dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020. Oleh karena itu, pembentukannya harus

dilaksanakan secara bertanggungjawab, transparan dan terukur. Setiap warga yang memenuhi persyaratan

memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota PPK dan PPS.

PPK di masing masing kecamatan beriumlah 5 (lima) orang anggota. Dan total jumlah an8gota PPK se

Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 55 orang. PPK dimasing-masing kecamatan dibantu oleh Sekretariat

PPK sebanyak 3 orang. Sementara PPS dimasing-masing nagari berjumlah 3 oran& dengan total keseluruhan

se Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 57 orang. Dan tidak jauh berbeda dengan PPK, bahwa PPS dalam

bekerja juga dibantu oleh sekretariat PPS sebanyak 3 orang.

Untuk memudahkan proses pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS ), dibutuhkan petunjuk

teknis fiuknis) sebagai acuan kerja bagi KPU Kabupaten Pasaman Barat agar semua tahapan pembentukan

berjalan secara tertib.

D. TAHAPAN KEGIATAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPSI

TAHAPAN URAIAN TAHAPAN

Sosialisasi Dilakukan melalui pertemuan tatap muka di tingkat

kecamatan dengan menghadirkan para pihak

berkepentingan seperti Camat, Wali Nagari, Ketua Bamus

Nagari dan Tokoh Masyarakat.

Selain itu sosialisasi Pembentukan PPS dilakukan pula

melalui akun media sosial KPU Kabupaten Pasaman Barat.

Pengumuman

Pendaftaran Calon

Anggota PPS

Dilakukan selama 3 (tiga) hari. Diumumkan melalui Media

cetak, Media Daring, Website, Media Sosial atau Papan

Pengumuman di Kantor KPU Kabupaten Pasaman Barat, tiap-

tiap Kantor Camat yang ada di Kabupaten Pasaman Barat.

Pengumuman berisi syarat pendaftaran dan dokumen

kelengkapan berkas administrasi, batas waku pendaftaran

serta prosedur pengiriman dokumen persyaratan kepada

Panitia Seleksi.

Penerimaan

Pendaftaran

Dokumen Dilakukan selama 7 (tujuh) hari setelah berakhir
pengumuman. Dokumen yang disampaikan terdiri dari 2

(dua) rangkap;1(satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap

fotokopi. Dokumen diantar sendiri ke kantor KPU Kabupaten

Pasaman Barat.

Penelitian Administrasi Dilakukan satu hari setelah berakhimya masa penerimaan

dokumen kelengkapan syarat dan paling lama 3 (tiga) hari

setelah Penerimaan Dokumen Pendaftaran ditutup,
Penelitian Administrasi dilakukan dengan cara mencocokkan

dokumen yang diterima dengan kelengkapan persyaratan.
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Untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas

pendaftaran, dibentuk beberapa Tim Pemeriksa-

Nama-nama Calon Anggota PPS Yang lulus Penelitian

Administrasi ditetapkan melalui Rapat Pleno. lnomo ponitio

penelition administrosi terlompir I

Pengumuman Hasil

Penelitian Administrasi

Dilakukan selama 2 (dua) hari setelah berakhir masa

Penelitian Administrasi. Pengumuman dilakukan melalui

Website, Media Sosial dan Papan Pengumuman di Kantor

KPU Kabupaten Pasaman Barat, dan tiap-tiap Kantor Camat

dan tiap-tiap Kantor Wali Nagari.

SeleksiTertulis Dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah Pengumuman

Hasil Penetitian Administrasi. Seleksi Tertulis dilakukan

serentak pada hari yang sama di seluruh Nagari.

Soal SeleksiTertulis dengan materi sebagaimana diatur pada

Pasal 28 Ayat (4) PKPU 3/2015 dibuat oleh Anggota KPU

Kabupaten Pasaman Barat dengan jumlah dan isi pertanyaan

yang ditetapkan melalui Rapat Pleno.

Materi soal meliputi;

a. Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas,

wewenang dan kewajiban PPS, penelitian syarat dan

Verifikasi dukungan Pasangan Calon perseorangan,

teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan

suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;

b. Pengetahuankewilayahan.

KPU Kabupaten Pasaman Barat menetapkan melalui Rapat

Pleno paling banyak 6 (enam) orang Calon Anggota PPS

untuk setiap kenagarian dengan melakukan pemeringkatan

hasil Seleksi Tertulis dari Peserta dengan nilai tertinggi

pertama hingga Peserta nilai terendah.

Saat pemeriksaan lembar jawaban ujian tertulis, ditemukan

nilai yang sama, maka selanjutnya di lakukan pemeringkatan

berdasarkan yaitu:

L. Latar belakang pendidikan

2. Pengalaman dalam kepemiluan

3. Keterwakilan perempuan

4. Pembobotan nilaipada soal

5. Keterwakilan WilaYah

Pengumuman Hasil Seleksi

Tertulis

Dilakukan selama 3 (TiSa) hari setelah berakhir Hasil Seleki

Tertulis ditetapkan. Diumumkan melalui Website, Media

Sosial dan Papan Pengumuman di Kantor KPU Kabupaten

Pasaman Barat dan tiap-tiap Kantor Wali Nagari. Panitia

Menghubungi Peserta yang lulus seleksi tertulis untuk

menyampaikan jadwal dan lokasi seleksi wawancara.

Wawancara Dilakukan 3 (tiga) hari setelah Pengumuman Seleksi Tertulis

berakhir. Lokasi Seleksi Wawancara dilakukan di kantor KPU

Kab. Pasaman Barat.
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Metode penilaian dan pertanyaan Seleksi Wawancara

dengan materi sebagaimana diatur pada Pasa! 29 Ayat (2)

PKPU 3/2015 dibuat oleh Anggota KPU Kabupaten Pasaman

Barat dengan jumlah dan isi pertanyaan yang ditetapkan

melalui Rapat Pleno.

Materi Seleksi Wawancara meliputi;

a. Rekam jejak calon anggota PPS;

b. Pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas,

wewenang, dan kewajiban PPS, penelitian syarat dan

Verifikasi dukungan Pasangan Calon perseorangan,

teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan

suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;

c. Klarifikasitanggapanmasyarakat.

KPU Kabupaten Pasaman Barat mengurutkan peringkat

Calon Anggota PPS berdasarkan hasil Seleksi Wawancara.

Pengumuman Hasil Seleksi

wawancara

Dilakukan selama 3 (tiga) hari setelah Seleksi Wawancara

dilaksanakan. Pengumuman dilakukan melalui Website,

Media Sosial dan Papan Pengumuman di Kantor KPU

Kabupaten Pasaman Barat dan tiap-tiap Kantor Wali Nagari.

Panitia menghubungi Calon Anggota PPS untuk

menyampaikan informasi tentang iadwal dan lokasi

pengambilan sumpah/janji.

Pengambilan

Sumpah/janjidan

Bimbingan Teknis

Orientasi Kerja

Seluruh Anggota PPS yang telah diambil sumpahlanji wajib

mengikuti Bimbingan Teknis. Bimbingan Teknis dilakukan

untuk menyampaikan tugas, wewenang dan kewajiban PPS

dalam penyelenggaraan Pemilihan serta menyampaikan

materi-materi terkait Tahapan Pemilihan tahun 2020.

Sekretaris dan

Sekretariat

Staf Dalam melaksakan tugasnya, PPS dibantu Oleh Sekretariat

PPS yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh

dua orang staf sekretariat PPS, yang berasal dari Pegawai

Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan

a) KPU Kabupaten Pasaman Barat Meminta Kepada

Kepada Wali Nagari Untuk Menugaskan Pegawainya

sebagai anggota sekretariat PPS

b) KPU Kabupaten Pasaman Barat Menetapkan

sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS dengan

Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat.

Sekretariat PPS terbentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah

pelantikan anggota PPS.

PERSYARATAN KETENTUAN

1) Warna Negara lndonesia

Dibuktikan dengan fotocopy KTP-e2l Usia paling rendah 17 Tahun

E. KRITERIA PENELITIAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PPS
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3) Setia kepada Pancasila sebagai

dasar Negara, UUD Negara

Repubtik lndonesia tahun 1945,

Negara Kesatuan Republik

lndonesia, Bhineka Tunggal lka,

dan cita cita Proklamasi t7
Agustus 1945

Surat pernyataan bermaterai

4l Mempunyai integritas, pribadi

yang kuat, jujur dan adil

5) Tidak menjadi anggota partai

politik yang di nyatakan dengan

surat pernyataan yang sah atau

paling singkat dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun tidak lagi

menjadi anggota partai politik

yang dibuktikan dengan surat

keterangan dari pengurus Partai

Politik yang bersangkutan

6) Berdomisili dalam wilayah kerja

PPS

Bagi calon yang alamat domisilinya

berbeda dengan alamat yang tertera

dalam Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Elektronik (I(TP-EL) Melampirkan Surat

keterangan yang menyatakan calon

anggota PPS bertempat tinggal dan

berdomisili di wilayah kerja dari kantor

Wali Nagari Setempat.

7l Mampu secara Jasmani, Rohani,

dan bebas dari penyalahgunaan

narkotika

Surat keterangan kesehatan dari

puskesmas atau rumah sakit setempat

yang ditunjuk.

8) Berpendidikan paling rendah

Sekolah Menengah Atas atau

sederajat;

Fotokopi ljazah SMAn/sederaiat atau ijazah

terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang

berwenang atau surat keterangan dari

Lembaga Pendidikan Formal yang

menyatakan bahwa yang bersangkutan

sedang menjalani Pendidikan Sekolah

Menengah Atas/sederajat.

9) Tidak pernah diberikan sanksi

pemberhentian tetap oleh KPU

kabupaten / DKPP

Surat Pernyataan

10) Tidak Pernah dipidana Penjara

Berdasarkan Putusan Pengadilan

Yang telah Memperoleh

Kekuatan Hukum Tetap karena

melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara

lima (5) tahun atau lebih

Surat Pernyataan
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11)Tidak berada dalam

perkawinan dengan

Penyelenggara Pemilu

ikatan

sesama

12) Belum pernah menjabat 2 (dua)

kali dalam jabatan Yang sama

sebagai anggota PPS;

Pehitungan jabatan Anggota PPS

dalam jabatan yang sama Yaitu

telah menjabat 2 (dua) kali

periode berturut-turut sebagai

anggota PPS dalam Pelaksanaan

Pemilihan Umum DPR, DPD, dan

DPRD, Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden, Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil BuPati

dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota dengan Periodesasi

sebagai Berikut

L. Periode pertama dimulai

pada tahun 2OO4 hingga

tahun 2008;

2. Periode kedua dimulai Pada

tahun 2009 hingga tahun

20L3;

3. Periode ketiga dimulai Pada

tahun 2Ot4 hingga tahun

2078; dan

4. Periode keempat dimulai

pada tahun 2OL9 hingga

tahun 2023.

Surat pernyataan bermaterai

13) Mempunyai kemamPuan dan

kecakapan dalam membaca,

menulis dan berhitung.

Doku men kelengkapa n ad mi nistrasi penduku ng lai nnya :

1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik)

2. Pas foto 3x4 (2lembar)

3. Surat pendaftaran PPS KPU Kabupaten Pasaman Barat

4. Daftar RiwaYat HiduP

5. Fotocopy ljazah Sekolah Menengah AtasAederajat atau liazah

terakhir yang dilegalisir olehpejabat yang berwenang atau surat

keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan

bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan Sekolah

Menangah Atas/sederaiat

6. Surat Pernyataan bermaterai 6000

a) Setia kepada pancasila sebagai dasar Negara, Undang-
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Undang Dasar Negara Repubtik lndonesia Tahun L945,

Negara Kesatuan Republik lndonesia, Bhineka Tunggal lka

dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945

b) Mempunyai lntegritas, Pribadiyang kuat, jujur dan adil

c) Tidak menjadi anggota Partai Politilq atau paling singkat 5

(lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik,

termasuk tidak pernah menjadi Tim Kampanye salah satu

pasangan calon pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupatidan Wakil Bupatidan Walikota dan WakilWalikota

dan Pemilihan Umum.

d) Bebas dari penyalahgunaan Narkotika

e) Tidak pernah dipidana penlara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

karena melakukan suatu tindak pidana yang diancam

dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

f) Tidak pernah diberikan sangsi pemberhentian tetap oleh

KPU/KIP Kabupaten/Kota/Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota

PPK,PPS,dan KPPS Pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,dan /atau
Wali Kota dan WakilWali Kota.

g) Belum Pernah Menjabat 2 (dua) kalidalam jabatan yang

sama sebagai anggota PPS.

h) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesame

penyelenggara pemilu.

Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit

setempat yang ditunjuk.

Seluruh Dokumen Syarat Pendaftaran Dengan Rincian Sebagai Berikut :

t. 2 (dua) rangkap terdiri dari 1 (satu) Rangkap Asli dan satu rangkap salinan diserahkan ke

KPU kabupaten Pasaman Barat.

2. 1 (satu) Rangkap Salinan sebagai arsip calon anggota PPS.

F. KRITERIA PENTI.AIAN SETEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN

PASAMAN BARAT PADA PEMILIHAN 2O2O

l. Seleksi Administrosi

NO DOKUMEN PERSYARATAN NIIAI

7 Pendidikan

2

Tingkat Pendidikan Terakhir;

a. SLTA,/Sederaiat

b. D[
c. Dlll

d. Strata-Usederajat

e. Magister/S2

t. Doktor/S3

L

2

3

4

5

5
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3

Berpengalaman sebagai Penyelenggara Pemilu

a.KPPS/Pengawas Tps

b.PPS/PPL

c.PPK/Panwascam

d.KPU Kab/Bawaslu Kab

L

2

3

4

2. SelekiTertulis
Materi Seleksi Tertulis adalah Pengetohuon tentong Pemilihon yang mencakup tugas,

wewenang dan kewajiban PPS, Syarat dan Verifikasi dukungan calon Perseorangan, Teknis

Pemungutan Suara, Penghitungan Perolehan Suara Dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara;

dan Pengetahuon Kewllayahon.

Nilai maksimal Seleksi Tertulis adalah 100 (seratus). Soal seleksi tertulis terdiri dari 50 butir

pertanyaan (multiple chorces).Setiap jawaban pertanyaan yang benar, diberi nilai 2 (dua). Sedangkan

pertanyaan yang jawabannya salah diberi nilai 0 (nol). Ujian dilaksanakan selama 60 menit.

Apabila terdapat Nilai yang sama pada peringkat 6 (enam) dan seterusnya, maka dilakukan

penilaian berdasarkan pada sebagai berikut:

1. Latar belakang Pendidikan;

2. Pengalaman Dalam Kepemiluan;

3. Keterwakilan Perempuan;

4. Pembobotan Nilai Pada Soal; dan

5. Keterwakilan Wilayah.

3. Seleksi Wawoncoro

Nilai maksimal Seleksi Wawancara adalah 100 (seratus).

NO ASPEK PENIIAIAN NILAI

L Rekam Jejak/Pengalaman o-7
2 Pengetahuan Kepemiluan 0 -10

3
Kemampuan Administrasi: Mampu mengoperasikan

komputer program word, excelldan power point
0-3

Nilai 0 -20

KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT

KETUA,

(ALHARTSI
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1. Jadwal Pembentukan PPS

2. Pengumuman

3. Surat pendaftaran

4. Surat pernyataan

5. Daftar Riwayat Hidup

6. Indikator Form SeleksiWawancara Calon PPS

7. Form Paraf Seleksi Wawancara Calon PPS

8. From Periode Badan Ad-Hock

9. Lembar Verifikasi Administrasi

JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

PEIIILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SU]IIATERA BARAT SERTA

BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASA]UIAN BARAT TAHUN 2(l2(l

No Kegiatan Durasi

Tanggal

Tanpa Perpanjangan

Pendaftanan

Dengan Perpanjargan

Pendafranan

1 Pengumuman 3 Hari 15 s.d '17 Februari 2020

2. Penerimaan Pendaftaran di KPU

Kabupaten Pasaman Barat

7 Hari 18 s.d 24 Februari2020

3. Perpanjangan Pendaftaran 3 Hari 25s.d27 Februari2020

4. Penelitian Administrasi 3 Hari 25s.d27 Februai2020 28 Februaris.d

1Maret2020

5. Pengumuman Hasil Penelitian

Administasi

2Hai 28 s.d 29 Februari 2020 2 s.d 3 lvlaret 2020

6. SeleksiTertulis l Hari 1 Maret 2020 4 Maret 2020

7, Pemeriksaan Hcil Seleksi Tertulis 3 Hari 2 s.d 4 Marct 2020 5 s.d 7 Marct 2020

8. Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis 3 Hari 5 s.d 7 Maret 2020 7 s.d 9 Maret 2020

9. Tanggapan Mreyarakat Tahap I (9 hari, yaiU dad

pengumumanhaill

seleksi adminisfci
sampaiseleksi

pengumuman hasil

seleksi tertulis)

28 Februari s.d

7 Maret2020

2 s.d 10 Maret 2020

10. Wawancara 3 Hari 10 s.d 12 Maret 2020 11 s.d 13 Maret 2020

11 Pengumuman HmilSehksi
Wawancara (6 Besar)

3 Hari 15 s.d 17 Maret 2020

12. Tanggapan Masyanakat Tahap ll 3 Hari 15 s.d 17 Maret2AN

13. Klarifi kasi Tanggapan Masyanakat

Tahap ll

2Han 18 s.d 19 Maret 2020

14. Pengumuman Pasca Hasil Kladfikasi

Tanggapan Masyarakat Tahap ll

2Han 20 s.d21Maret2020

15. Pelantikkan PPS 22ltaret2020
16. Masa Kerja PPS Pemilihanl020 8 Bulan 23 Maret 2020 s.d 30 November 2020
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KOIISI PEuIIIHAX T'TUU

ITABUPATEilPASAilAITBARrr-*T

PEIYGUUUilATY

IIOUOR t 52 I PP.O4.2-PU I LOL2 I r;Pla -K^b I tU 2o2o

TEI|TAITG

SELEIGI CAI.OIT AIIGCT0TA PANITIA PEtt IfGInAIt SUARA IIIITUI( PEUILIHAII
GI'BERITI'R DA.!T WAISL GT'BERI{UR SI'UATERA BARAT SERTA BI'PATI DAITT WAIqL

BUPATI PASAUAIT BARAT TATII'N 2O"O

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara" untuk Pemilihan Gubemur dan

Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi

kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Anggota Panitia Pemrmgutan Suara untuk PemilihanTahun
2O2O dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Persyaratan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS):

Warga Negara Indonesia;

Berusia paling rendah I 7 (tujuh belas) tahun;

Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara" Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi

17 Agustus 1945;
Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pemyataan yang sah atau paling

singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat

keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan, termasuk tidak menjadi tim kampanye
peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pemyataan yang sah atau paling

singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang

dinyatakan dengan suat pemyataan yang sah;

Berdomisili dalam wilayah kerja PPS;

Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau seder4iati
tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara S(lima) tahun

atau lebih;
tidak pemah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPUiKIP Kabupaten/Kota atau Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama perryelenggara Pernilu;
belum pemah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS;

Penghitungan jabatan Anggota PPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode

b€rturut-turut sebagai anggota PPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau walikota dan Wakil Walikota dengan periodisasi sebagai berikut :

1) Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;

2) Periode kedua dimulai peda tahun 2009 hingga tahun 2013;

3) Periode ketiga dimulai pada tahu n 2014 hinga tahun 2Ol8; dan

a,

b.

c.

d

e

f

h.

i.

l

k.
L
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4) Periode keempat dimulai pada tahun 2019 hinggatahun2023-

m. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

II. Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa:

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

b. Pas foto berwarna3 X 4 cm sebanyak 2 (dua)lembar.

c. Surat pendaftaran PPS Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat

d. Daftar Riwayat Hidup
e. Fotokopi ijazah sekolah menengatr atas/sederajat atau ljazah. terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat

yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa

yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat

f. Surat pernyataan bermaterai 6000:

L setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun lg{s,Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-

cita Proklamasi 17 Agustusl945.
2. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
3. Tidak menjadi anggota Partai Politih atau paling singkat 5 (lima) tahtn tidak lagi menjadi

anggota Partai Politik, termasuk tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan

calon pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan

Wakil Walikota dan Pemilihan Umum.
4. Bebas dari penyalahgunaan narkotika.
5. Tidak pemah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5

(lima) tahun atau lebih.
6. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan

KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

danlatau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

7. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS.

8. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

g. Surat Keterangan Kesehatan dari puskesmas aJau rumah sakit yang ditunjuk.

Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagi berikut :

1) 2 rangkap terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan I (satu) rangkap salinan diserahkan ke KPU Kabupaten

Pasaman Barat

2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPS.

Kelengkapan dokumen diantar langsung ke Sekretariat KPU Pasaman Barat dengan alamat Jl. M. Natsir Jorong

Pasaman Baru Simpang Empa! mulai tangal 18 s/d 24 Februari 2020, pada Jam 08.fi) s.d 16.fi) WIB dan seluruh

dokumen dimasukkan ke dalam map fulang dengan mencantumkan Nama, Nomor HP, Nagari dan Kecamatan.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.
Simpang Empat 15 Februari 2020

KONflSI PEMILMAN UMT]M

KABT]PATEN PASAMAN BARAT

KETUA

ALHARIS





13

Catt:

l. Blangko Surat pendaftaran, Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan dapat diambil di Kantor KPU Kabupaten Pasaman

Buat, Kmtor Camat Se-pasaman Bmail, Kantor Watinagmi Se-Pasaman Barat atau diundt*t di web KPU Pasaman Bua (kab-

pasamanbarat.kpu.go.O, Facebook KPU Pasaman Barat

2. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Puskesmas dan Rumatr sakit yang

ditunjuk adalah Puskesmas se-Kabupaten Pasaman Baraf dan RSUD Pasaman Barat



t4

SURAT PENDAFTARAN

SEBAGAI CALON ANGGOTA PPS KABUPATEN PASAMAN BARAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jenis Kelamin

Tempat Tanggal Lahir/Usia

Pekerjaan/abatan

Alamat

../....... tahun

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPS berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota

pps KpU (abupaten Pasaman Barat Nomor 52 /PP.O4.2-PUlI372/KPU-Kablll/2O20 tanggal 15 Februari 2020.

\-' Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

.......... 2020

Pendaftar,

Keterangan :*) Coret yang tidak diperlukan.
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SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jenis Kelamin

Tempat Tanggal lahir/Usia

Pekerjaan/abatan

Alamat

./....... tahun

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPS Kabupaten Pasaman Barat:

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun

1945, Negara Kesatuan Republik lndonesia, Bhinneka Tungga lka, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus

1945;

2. tidak menjadi anggota Partai Politik, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota

partai politik, jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi

hukum, termasuk tidak meniadi tim kampanve salah satu pasangan calon dalam pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan

Umum;

3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan

hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun

atau lebih, iika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi

hukum;

4. bebas dari penyalahgunaan narkotika;

5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada

Pemilihan Umum dan Pemilihan;

6. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS;

7. mempunyai integritat pribadi yang kuat, jujur dan adil; dan

8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti

pemenuhan syarat calon Anggota PPS KPU Kabupaten Pasaman Barat.

Yang membuat pernyataan,

Materai

6.O@

Keterangan :*) Coret yang tidak diperlukan





DAT'TAR RItrIAYAT HIDIIP

cALOr{ ATGGOfA PAITTTTA PEUmTGTTTAII SUARA (PPSI

PAS

PHOTO

3x4

1. Nama

2. Jenis Kelamin

3. Tempat Tgl. Lahir /Usia

4. Pekerjaan/ Jabatan

5. Alamat

6. Status Perkawinan

7 . Pekerjaan

8. Riwayat Pendidikan

S. PengalamanPekerjaan

a. khusus kepemiluan

a. Non kepemiluan

10. KaryaTulis/Publikasi

a.khusus
kepemiluan/demokrasi

a. Belum / sudah / pemah kawin ')
b. Nama lstri/ suami*)
c. Jumlah Anak .......... orang.

a

b

c

d

e

a.

b.

16

: Laki-laki/perempuan*)

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.

d.
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b. Non kepemiluan

c.

d

a

b

c.

d.

1 't . Pengalaman
Organisasi

No Jabatan Tahun

1

2 Dst

13. Lain-lain

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon

Panitia Pemungutan Suara (PPS) KPU Kabupaten Pasaman Barat.

Yang membuat pernyataan,

Keterangan -) coret yang tidak diperlukan

Nama Organisasi
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FORM INDIKATOR SELEKSI WAWANCARA CALON PPS KAB. PASAMAN BARAT TAHUN 2O2O

Hari:
Jam :

Nama

Alamat

Kecamatan

No. HP

Keterangan

4

SkorNo. Materi

37 2

Rekam Jeiak Calon PPS.

Pengalaman pekerjaan PNS/Non

PNS/Petani/Wiraswasta/Honorer

Dll

Pendidikan (SLTA/Sederajat, Dll,

Dlll, s1, s2, s3, Dll.

Pengalaman kepemiluan

KPPS/Pengawas TPS,

PPSlPPKlPanwascam, KPU

Kab/Kota/Bawaslu Kab/Kota, dll

Loyalitas ( Loyalkepada lembaga

dan Pimpinan) team work,

lntegritas.

b.

c.

d.

1

o.

o.

b.

c.

d.

e.

t.

g.

h.

2 Pengetahuan tentang pemilu,

yang mencakup tugas, wewenang

dan kewajiban PPS.

Tugas PPS.

wewenang PPS.

Kewajiban PPS.

Jumlah dukungan calon

perseorangan.

Pemutakhiran data pemilih.

Teknis pemungutan suara.

Penghitungan perolehan suara.

Rekapitulasi penghitungan

perolehan suara.

3 Klarifikasi tanggapan masyarakat





19

Kemampuan dibidang informasi

dan teknologi

Word

Excel

4

o.

b.

Totat skor

Catoton:

7. Poin 7 nilai maksimal T

A. (tuiuh)

2. Poin 2 niloi moksimol TA

(sepuluh)

3. Poin 3 honyo memberi

cototon khusus

4. Poin 4 niloi mokimol S

(tiga )
Durosi waktu wowancoro mafrsimol

B. 75 menit setiop peserta.

Pewawancara
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FORM PARAF SELEKSI WAWANCARA CALON PPS
KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT

NAMA
NAGARI
KECAMATAN
NO. HP
JAM WAWANCARA

\-/

DIVISITEKNIS DIVISI PARMAS DIV'SI PERDATIN DIVISI HUKUM DIVISI KUL &
SDM

( ( .) (. . . . . . . . . . . . . . . . . . .) (. ) (. )

Simpang Empat, Februari 2020

Panitia

...)



21

FROM PERIODE BADAN AD-HOCK

NAMA

ALAMAT

PERIODE KE !

2004-2008

PERIODE KE I!

2009-2013

PERIODE KE III

2014-2018

PERIODE KE IV

2004

PPS PILEG

DAN

PILPRES

2005

PPS

PILKADA

2009

PPS PILEG

DAN

PILPRES

2010

PPS PILKADA

20L4

PPS PILEG

DAN

PILPRES

201s

PPS PILKADA

2019

PPS PILEG

DAN

PILPRES

2020

PPS PILKADA

Simpang Empat, Februari 2020

Penanggung Jawab

...............)
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LEilBAR. VERIFIXASI ADilIffiSTRASI CALOII AilGIGOTA

PAItr[A PEHUilGUTAil SUARA (PPS]

Nama

Kecamatan

Nagari

Nomor Registrasi

LULUS TIDAK LULUS

Keterangan : Kolom Kelengkapan Berkas di ceklis (v)

SimpangEmpat, Februari2020

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasaman Barat

Panitia

No Jenis Dokumen
Keterangan MS

TMS
Ada Tidak

1 Fotokopi KTP Elektronik:

2 Pas foto berwarna 3 X 4 SebanYak 2 (dua) lembar

3. Surat Pendaftaran PPS

4, Daftar Riwayat Hidup

5.
Fotokopi Uazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah

terakhir yang ditegatis'ir oleh peiabatYang

6. Surat Pemyaban Bermaterai 6.000

7
Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesrnas/Rumah Sakit yang

ditunjuk

PERIODE KE I

2004-2008

PERIODE KE II

2009-2013

PERIODE KE II!

20L4-20t8

PERIODE KE IV

2004

PPS

PILEG

DAN

PILPRES

2005

PPS

PILKADA

2009

PPK PILEG

DAN

PILPRES

zoL0

PPK

PILKADA

2074

PPS PILEG

DAN

PILPRES

2015

PPS

PILKADA

20L9

PPS PILEG DAN

PILPRES

2020

PPS

PILKADA

.)
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Ditetapkan di Simpang Empat

pada tanggal 25 Februari 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASAMAN BARAT

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Kepala Subbag Hukum

ZAIDI


